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PEMBAHASAN RUUK DIY tampaknya sebentar lagi akan tun-

tas seiring telah dicapainya kesepakatan, antara Pemerintah de-

ngan DPR atas subtansi krusial terkait mekanisme pemilihan
Kepala Daerah yang selama 9 tahun tak pernah terselesaikan.

Apalagi Sultan HB X juga sudah menyambut baik adanya kesepa-
katan dalam RUUK, yang tinggal menunggu sinkronisasi dan
pengesahan tersebut. Tentunya ini salah satu prestasi
Pemerintahan SBY yang bisa diapresiasi di tengah permasalahan
bangsa yang masih menumpuk. Terlepas dari hal itu, tulisan ini *
hendak menganalisis latar belakang cepat berubahnya sikap
Pemerintah yang selama ini terkesan ‘memaksakan’ mekanisme
pemilihan yang secara mendadak menyetujui untuk mendukung
mekanisme penetapan dalam proses rekrutmen Gubernur.dan
Wakil Gubernur DIY, serta prospek implementasinya di masa

mendatang.

* Bersambung hal 7 kol 5

RUUK......,..................~.........Sambunga/nhal1

RUUK DIY sebenarnya telah digulirkan sejak 9
tahun lalu, bertujuan sebagai dasar hukum positif
penetapan status DIY sebagai daerah istimewa yang
telah diperjuangkan oleh Sultan HB IX-Paku Alam VIII.
Pembahasan memakan waktu lama karena terkait
tarik ulur kepentingan pelbagai pihak.

Secara historis tak ada yang bisa menyangkal, DIY
adalah wilayah yang dengan sukarela meng-
gabungkan diri dengan NKRI pada masa awal ke-
merdekaannya. Halini bisa terjadi karena besamya ji-
wa nasionalisme Sultan HB IX-Paku Alam VIII untuk ti-
dak mau berkooperasi dengan Pemerintah Kolonial.
Berbeda dengan Kraton-kraton lainnya, Sultan HB IX
yang berpendidikan Belanda tidak sudi kooperasi de-
ngan Belanda dan bahkan melawannya. Sikap tegas
keberpihakan kepada Rlini dibuktikan dengan komit-
men yang kuat membesarkan 'bayi' Rl yang sedang
kritis saat itu, dengan mengizinkan Yogyakarta sebagal
ibukota Rl dan selama beberapa bulan Sultan HB IX
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yang selama ini kukuh dengan mekanisme pemilihan,
luluh untuk menyetujui mekanisme penetapan
demokratis sebagai jalan tengah. Sultan dan PA dite-
tapkan sebagai Gubernur dan Wagub melalui
mekanisme DPRD setiap lima tahun sekali dengan
pelbagai skenarionya. Setidaknya ada tiga faktor yang
menyebabkan luluhnya Pemerintah Pusat untuk
melakukan kompromi dengan masyarakat Yogja,
yaitu: Pertama, Faktor Sabdatama yang dicanangkan
Sultan HB X Mei 2012 lalu. Sultan dengan tegas me-
nyatakan bahwa sistem pemerintahan yang dipergu-
nakan di Bumi Mataram atau saat ini, dikenal dengan
Yogyakarta tetap menggunakan tata aturan dan tata
pemerintahan milik Mataram.

Kedua, kerabat Kraton Yogyakarta Romo Tirun me-
nyatakan, sabdatama terakhir disampaikan HB X pa-
da 30 Oktober 1945. Dalam amanatnya saat itu,
Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dite-
tapkan menjadi satu atau manunggal di Bumi
Mataram.

Ketiga, menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, pang-
gung politik pun kian menghangat seiring dengan isu
suksesi Capres-Cawapres dan anggota DPR. Partai
Demokrat sebagai partai penguasa yang selama ini
mendukung mekanisme pemilihan dalam RUUK DIY
dalam posisi terjepit dan potensial menurunkan tingkat

. popularitasnya. Di samping karena dilanda konflik in-

temal dan ketidaksolidan fungsionaris partai, posisi PD
(dan PAN) di DPR yang pro pemilihan dipandang ku-
rang cantik untuk bisa menarik konstituen pemilih di
DIY yang senantiasa menjadi barometer politik nasio-

nal.

Faktor ketiga adalah momentum waktu habisnya
masa bhalti Gubernur DIY pada Oktober 2012. Tak
disangkal dalam bargaining politik, momentum target
waktu sangat penting. Partal politik atau Pemerintah
biasanya telah memiliki target capaian tertentu untuk
waktu tertentu. Dalam konteks RUUK, mungkin saja
Pemerintah telah mencanangkan target kompromi ini
tercapal morde!agg berakhimya masa jabatan perp
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